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Abstract. The equitable development of the entire region is essential for achieving fair and uniform well-being
in the community. This research aims to identify regional development inequality and assess the suitability of
the spatial structure plan in the Spatial Planning of Kotawaringin Barat Regency. The study employs a
quantitative approach, utilizing scalogram analysis, Marshall centrality index, and regional interaction
analysis. Suitability and evaluation are conducted by comparing the analysis results with the spatial structure
plan outlined in the Regional Spatial Plan (RTRW) of Kotawaringin Barat Regency. The research findings
indicate that: 1) Arut Selatan Sub-district is classified as the order I, serving as the primary urban
service center in Kotawaringin Barat Regency with the highest value; 2) there is an unequal distribution of
population and facilities across sub-districts, evidenced by the absence of sub-districts meeting order 11 and I11
criteria; 3) there is a discrepancy in determining the hierarchy of service center in the spatial structure plan of
the RTRW Kotawaringin Barat Regency. Recommendations for the Regency government are to reevaluate the
spatial structure plan in the RTRW and improve the distribution of service facilities across the entire region of
Kotawaringin Barat Regency.

Keyword: centrality index, city center, regional interactions, scalogram, spatial planning.

Abstraksi. Pengembangan wilayah kabupaten yang merata merupakan esensi peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan pembangunan wilayah
dan mengevaluasi kesesuaian rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis
skalogram, indeks sentralitas Marshall, dan analisis interaksi wilayah. Kesesuaian dan evaluasi dilakukan
dengan melakukan perbandingan antara hasil analisis dan rencana struktur ruang yang tercantum dalam
RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil temuan pada penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kecamatan
Arut Selatan menjadi orde I sebagai pusat pelayanan perkotaan utama di Kabupaten Kotawaringin Barat
dengan nilai tertinggi; 2) terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi penduduk dan fasilitas di seluruh
wilayah kecamatan, terbukti dengan tidak adanya kecamatan yang memenuhi kriteria orde 1l dan III; 3)
terdapat ketidaksesuaian antara penentuan hierarki pusat pelayanan dalam rencana struktur ruang RTRW
Kabupaten Kotawaringin Barat. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat ialah perlu melakukan kajian ulang terkait rencana struktur ruang dalam RTRW dan
meningkatkan distribusi fasilitas pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kata kunci: indeks sentralitas, interaksi wilayah, pusat pelayanan, RTRW, skalogram.
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PENDAHULUAN
Struktur Ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang mencakup di dalamnya
pemetaan dan pengembangan pusat-pusat permukiman yang memiliki keterkaitan
hierarkis dan hubungan fungsional dalam jaringan infrastruktur wilayah perkotaan
(Wansaga et al., 2020). Salah satu aspek penting dalam penataan ruang adalah penentuan
hierarki pusat pelayanan, di mana pusat pelayanan tertinggi memiliki daya tarik yang
besar bagi daerah sekitarnya. Kondisi ini memicu aglomerasi wilayah yang saling terkait
dan menunjang pertumbuhan serta perkembangan wilayah (Muliana et al., 2018).

Pengembangan wilayah merupakan elemen penting dalam pengelolaan sumber daya
lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, sejalan
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Muta’ali, 2015). Dalam RPJMN 2020-2024,
salah satu isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional adalah pengurangan
ketimpangan antar wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.
Ketimpangan antar wilayah ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur
di daerah-daerah tertentu (Kusuma & Muta’ali, 2019). Ketimpangan dalam pembangunan
wilayah menjadi hambatan signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan, baik di
tingkat nasional maupun daerah, dengan salah satu indikator utamanya adalah
ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan publik (Ancok & Nurhadi, 2018).

Penelitian Sugiastuti & Pratama (2022), menunjukkan bahwa untuk menjamin
kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pemerataan pelayanan publik, terutama
yang berfokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, harus menjadi
perhatian utama. Pelayanan publik yang berkualitas dan dijamin oleh pemerintah sangat
penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah,
terutama dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan
Tengah, menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan pembangunan antar wilayah di
dalamnya. Meskipun berpotensi menjadi motor ekonomi bagi kabupaten sekitarnya,
kesenjangan dalam distribusi fasilitas publik, terutama infrastruktur dasar dan ekonomi,
masih menjadi perhatian utama (Putra et al. 2020). Ketimpangan ini tidak hanya
memengaruhi pertumbuhan wilayah secara merata, tetapi juga berisiko memperlebar
kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2019-
2024 menargetkan peningkatan aksesibilitas infrastruktur sebagai salah satu misi utama
dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Di sisi lain, dengan adanya pemindahan ibukota negara ke Nusantara di Kalimantan
Timur juga menjadi isu penting di mana tujuan pemindahan ibukota negara ke Pulau
Kalimantan adalah untuk meminimalkan ketimpangan pembangunan wilayah di

Indonesia serta memberikan peluang pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi bagi
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masyarakat adat (Ayyubi et al., 2023; Sari & Fadillah, 2022). Ketimpangan pembangunan
yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berpotensi akan mempengaruhi
keberhasilan tujuan pemerataan pembangunan serta cita — cita pemindahan ibukota negara
di Kalimantan.

Dokumen perencanaan tata ruang memiliki peran yang signifikan dalam menentukan
penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah yang diatur secara terbatas dan jelas agar
dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam jangka pendek dan jangka
panjang (I. M. Putra, 2023). Menurut Andrianto & Iskandar (2019), adanya intervensi
kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dapat menjadi kunci keberhasilan dalam
mengurangi angka kemiskinan dan ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2037 sebagai
salah satu bentuk kebijakan pemerintah tentu memiliki peranan untuk menegaskan
pengaturan pemanfaatan ruang dan kontrol terhadap penggunaannya di seluruh wilayah
kabupaten sehingga diharapkan mampu menciptakan keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan pengembangan antar wilayah.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, penting untuk mengevaluasi
rencana struktur ruang guna memastikan bahwa pengembangan wilayah berjalan secara
seimbang dan terarah. Ketimpangan distribusi fasilitas publik, terutama di sektor
kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, dapat menghambat pertumbuhan yang
inklusif dan merata. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: "Bagaimana kesesuaian
rencana struktur ruang Kabupaten Kotawaringin Barat jika dilihat dari distribusi fasilitas
publik yang ada?" Pertanyaan ini berakar dari kebutuhan untuk mengevaluasi seberapa
jauh kebijakan RTRW saat ini dapat mengatasi ketimpangan dalam distribusi fasilitas
publik di seluruh wilayah kabupaten.

Studi sebelumnya, penelitian Mokodongan et al (2019) melakukan evaluasi kesesuaian
RTRW Kotamobagu dengan melakukan perhitungan persentase tingkat kesesuaian RTRW
dengan kondisi aktual menggunakan pedoman Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Beberapa
penelitian lain, Apriana & Rudiarto, (2020) dan Devi et al. (2023) menggunakan analisis
skalogram, indeks sentralitas Marshall dan nilai interaksi wilayah dengan model gravitasi
yang bertujuan untuk menentukan pusat-pusat kegiatan dan pelayanan perkotaan.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi metode
yang digunakan penelitian sebelumnya untuk mengevaluasi kesesuaian rencana struktur
ruang Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan jumlah dan distribusi fasilitas
pelayanan publik dan nilai interaksi wilayah serta memberikan rekomendasi pusat
kegiatan baru untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah melihat kesesuaian rencana struktur ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengidentifikasi indikasi ketimpangan atau
kesenjangan yang terjadi dalam distribusi fasilitas pelayanan publik di seluruh kecamatan.
Berdasarkan penelitian Mokodongan et al. (2019) & Muliana et al. (2018), apabila

ditemukan kesenjangan dan ketidaksesuaian antara kebijakan RTRW dengan kondisi

Tersedia online di http://journal.sragenkab.go.id; DOI: https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i2.482 237



http://journal.sragenkab.go.id/
https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i2.482

Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan p-ISSN: 2580-541X
Vol. 8, No. 2, November 2024, Hal. 235-252 e-ISSN: 2614-3356

aktual maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan peningkatan kesesuaian
pemanfaatan ruang, merumuskan kembali kebijakan dan strategi baru untuk perbaikan
perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang serta perlu dilakukan peninjauan
kembali dan revisi dokumen RTRW. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah dengan
melihat konteks bahwa RPJMN 2020-2024 menyebutkan pengurangan ketimpangan antar
wilayah sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Selain itu,
Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kalimantan
Tengah, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan,
terutama sebagai pendukung pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan
Timur. Oleh karena itu, penelitian ini relevan secara nasional untuk memberikan wawasan
yang dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan tata ruang di wilayah lain di Pulau
Kalimantan yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, dengan adanya
penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung kebijakan
pemerataan pembangunan melalui kebijakan tata ruang, tidak hanya di Kotawaringin

Barat tetapi juga di wilayah — wilayah lain di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif, menghasilkan temuan-
temuan yang diperoleh melalui prosedur-prosedur secara statistik atau dari sebuah
pengukuran (Jaya, 2020). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi Kabupaten Kotawaringin
Barat Dalam Angka Tahun 2023 oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode
pengumpulan data dilakukan berdasarkan telaah pustaka dan studi dokumentasi. Adapun
tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama adalah
mengumpulkan data-data sekunder jumlah fasilitas-fasilitas publik seperti pendidikan,
kesehatan, tempat ibadah dan perdagangan yang tersedia. Kedua, mengelompokkan data
yang telah dikumpulkan menggunakan metode goodenough untuk dilakukan perhitungan
dengan analisis skalogram untuk menentukan orde-orde pusat permukiman. Ketiga,
melakukan perhitungan indeks sentralitas Marshall untuk menentukan orde-orde pusat
permukiman berdasarkan bobot dari setiap unit fasilitas. Keempat, menghitung nilai
interaksi wilayah untuk memperkirakan nilai daya tarik pusat pertumbuhan dengan
daerah sekitarnya berdasarkan jumlah penduduk dan jarak antar wilayah. Alat analisis ini
digunakan untuk menentukan pusat dan sub pusat pelayanan daerah berdasarkan jumlah
dan jenis unit fasilitas pelayanan yang tersedia (Apriana & Rudiarto, 2020). Selanjutnya,
interpretasi hasil ketiga analisis tersebut untuk mengevaluasi distribusi fasilitas layanan
publik dan keterkaitan antar wilayah serta melihat indikasi kesenjangan antar wilayah
dilihat dari distribusi fasilitas layanan publik. Terakhir, melakukan perbandingan hasil
analisis dengan rencana struktur ruang RTRW untuk melihat ketidaksesuaian rencana

struktur ruang yang ada dengan distribusi fasilitas layanan publik.
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Analisis Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk mengelompokkan pusat-pusat permukiman
menjadi orde-orde pusat permukiman berdasarkan ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ada
di suatu wilayah dan menjadi penentu pusat permukiman tersebut sebagai pusat
pertumbuhan (Muliana et al.,, 2018). Salah satu teknik yang digunakan penulis dalam
langkah penyusunan skala Guttman adalah menggunakan metode goodenough. Metode ini
digunakan untuk menghitung error yang ada pada matriks skala Guttman, yaitu fasilitas
yang tersedia atau memiliki nilai 1 (satu) diurutkan dan diletakkan pada baris yang paling
kiri terlebih dahulu, kemudian menentukan pola prediksi ideal pada masing-masing nilai
total fasilitas di setiap kecamatan untuk memudahkan perhitungan error.
Persamaan/rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
a) Menguji kelayakan skalogram menggunakan rumus Coeffisien of Reproductibility (COR),

apabila nilai COR bernilai 0,9 — 1 maka koefisien dapat dianggap layak.

Ye

B (1)

Keterangan:

e =jumlah error
N =jumlah kecamatan yang diteliti
K =jumlah fasilitas yang diteliti
b) Menentukan jumlah orde untuk kecamatan dengan menggunakan rumus sebagai
berikut.

Orde = 1 4 (3,3 X108 N) ciiiiiiieeeeeeee ettt (2)
n =jumlah kecamatan
c) Menentukan besaran range/panjang interval masing-masing orde dengan menggunakan

rumus sebagai berikut.

umlah tertinggi - jumlah terendah
Range = d ggOr(]ie .................................................................................. (3)

Indeks Sentralitas Marshall

Analisis indeks sentralitas Marshall pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama dengan
analisis skalogram yaitu mengelompokkan pusat-pusat permukiman menjadi orde-orde
pusat permukiman. Perbedaannya adalah indeks sentralitas Marshall memperhitungkan
banyaknya unit fasilitas pelayanan, sehingga asumsi yang digunakan adalah wilayah yang
memiliki unit fasilitas pelayanan terbanyak merupakan orde tertinggi dan ditetapkan
sebagai pusat pelayanan (Apriana & Rudiarto, 2020). Tahapan dan persamaan yang
digunakan adalah sebagai berikut.
a) Menghitung bobot dari setiap unit fasilitas di masing-masing kecamatan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut.
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100
N o ettt (4)
Keterangan:

N = Bobot dari setiap unit fasilitas
C = Jumlah seluruh unit fasilitas
100 = Asumsi nilai sentralitas
b) Menghitung Indeks Sentralitas setiap unit fasilitas di masing-masing kecamatan,

dengan menggunakan rumus.

S = N X W ettt ettt ettt ettt b e s bttt st e b e bt e a e et et e e b e e neenneas (5)
Keterangan:

IS = Indeks Sentralitas

N =bobot dari setiap unit fasilitas

y = jumlah unit fasilitas di masing-masing kecamatan

¢) Menghitung jumlah kelas/orde (K) dengan menggunakan rumus.

K = 1 4 (3,3 X108 1) ettt ettt ettt (6)
Keterangan :

K =Jumlah kelas

n = Jumlah kecamatan

d) Menghitung panjang interval/range masing-masing kelas/orde menggunakan rumus.

L= oo eeeesseeeeee e e e s s e e s seneeneee e (7)

Keterangan :

I = Panjang interval kelas

T = Jumlah kecamatan yang dianalisis
t = Jumlah kecamatan yang dianalisis
K = Jumlah kelas

Nilai Interaksi Wilayah
Nilai interaksi wilayah digunakan untuk memperkirakan nilai interaksi atau daya tarik
suatu pusat pertumbuhan pada suatu wilayah dengan lokasi di sekitarnya (hinterland).

Nilai interaksi wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

Pa x Pb

Nlab = K

Keterangan:

Nlab = Nilai Interaksi wilayah a dengan b

Pa = Jumlah penduduk wilayah a (jiwa)

Pb = Jumlah penduduk wilayah b (jiwa)

dab = Jarak dari wilayah a dengan wilayah b (km)
K =Konstanta empiris (bernilai 1)
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Data Jumlah Fasilitas

« Fasilitas Penbadatan

Kecamatan

Rencana Pusat Kegiatan

Kotawaringin Barat

PROSES

QUTPUT

Analisis Skalogram —

Crrde Pusat Palayanan
Perkotaan

)

Indeks Sentralitas Marshall

Data Jumlah Penduduk
Analisis Interaksi Wilayah ~———————3 Milai Interaksl Wilayah
Data Jarak Antar Pusat

1

RTRW Kabupaten —3  Perbandingan Hasil Analisis  ———

Ketidaksesuaian Rencana
Pusat Kegiatan RTRW

HASIL DAN PEMBAHASAN
Orde Pusat Pelayanan Berdasarkan Skalogram

Gambear 1. Diagram Proses Analisis
Sumber: Penulis, 2023

Berdasarkan kelengkapan fasilitas yang ada di 6 kecamatan didapatkan 4 orde

kecamatan, penentuan interval tiap orde disajikan pada Tabel 1 dan hasil perhitungan

analisa skalogram dijabarkan pada Tabel 2. Diketahui jumlah error = 10 maka didapatkan

nilai COR = 0,931, artinya data fasilitas yang digunakan dalam perhitungan skalogram ini

layak untuk digunakan dan dilanjutkan pada penentuan orde tiap kecamatan.

Berdasarkan Tabel 2, didapatkan Kecamatan Arut Selatan menduduki orde I yang

artinya kecamatan ini memiliki fasilitas yang paling lengkap. Kecamatan yang berada di

orde III yaitu Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin

Lama, dan Kecamatan Pangkalan Lada dengan fasilitas yang tidak dimiliki tidak selengkap

kecamatan pada orde L.

Tabel 1.
Interval Orde Kecamatan Skalogram

Interval Orde

Orde Kecamatan

22,2 -24,2

20,1-22,1

18,0 - 20,0

15,9-17,9

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Kecamatan Arut Utara merupakan kecamatan yang memiliki fasilitas paling tidak

lengkap dibandingkan orde I dan III. Penentuan untuk wilayah kecamatan yang berada
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pada orde II tidak dapat muncul karena tidak ada kecamatan yang memiliki nilai rentang

sesuai dengan interval orde II sesuai Tabel 1.

Tabel 2.
Hasil Perhitungan Analisis Skalogram
Fasilitas

Kecamatan 12 3 45 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Arut Selatan 111111111 1 1 1 1 1 1 1
PangkalanBanteng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KotawaringinLama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kumai 111111111 1 1 1 1 1 1 1
Pangkalan Lada 111111111 1 1 1 1T 1 1 1
Arut Utara 11111 111 1 1 1 1 1 0 0 O

Jumlah 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5

Fasilitas

Kecamatan 17 18 19 20 21 22 23 o4 Jumlah Error Orde
Arut Selatan 1 1 1 1 1 1 1 1 24 0 I
Pangkalan Banteng 1 1 1 1 0 0 0 O 20 0 111
Kotawaringin Lama 1 1 1 0 1 0O 0 O 20 2 III
Kumai 1 0 1 1 0 0O 0 O 19 2 III
Pangkalan Lada 1 1 0 0 0 0 0 O 18 0 111
Arut Utara 0 1 0 0 1 1 0 O 16 6 |AY

Jumlah 5 5 4 4 3 3 1 1 121 10

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Keterangan:
= error
1 = TK
2 = SD
3 = SMP
4 = SMA Sederajat
5 = Klinik Pratama
6 = Puskesmas
7 = Puskesmas Pembantu
8 = DPosyandu
9 = Masjid
10 = Mushola
11 = Gereja Protestan
12 = Pasar
13 = Minimarket/Pertokoan
14 = Rumah Makan/Restoran
15 = MTs
16 = SMK
17 = MA
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18 = Gereja Katholik
19 = RA

20 = MI

21 = Pura

22 = Vihara

23 = Perguruan Tinggi
24 = Rumah Sakit

Jika dilihat dari jumlah ketersediaan fasilitas, Kecamatan Pangkalan Banteng dan
Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki nilai sama yaitu 20, dibandingkan dengan
interval orde hasil perhitungan skalogram nilai ini nyaris masuk pada orde II. Kedua
kecamatan ini sangat berpotensi dikembangkan menjadi pusat pelayanan yang lebih tinggi
karena ada peluang penambahan fasilitas khususnya fasilitas peribadatan (pura dan
vihara), fasilitas kesehatan (rumah sakit) dan fasilitas pendidikan (MI dan perguruan
tinggi). Gambar 1 memberikan visualisasi orde pusat pelayanan perkotaan Kabupaten
Kotawaringin Barat berdasarkan analisis skalogram.

Setiap orde kecamatan dalam analisis ini memiliki perbedaan fasilitas yang menjadi ciri
khasnya masing-masing. Fasilitas yang menjadi pembeda antara orde I dibanding orde III
dan IV adalah ketiadaan beberapa fasilitas penting seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah), pura

dan klenteng, serta perguruan tinggi dan rumah sakit.
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Gambar 1. Peta Orde Pusat Pelayanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan
Analisis Skalogram
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Sesuai dengan penelitian Ancok & Nurhadi (2018) dan Rahman et al. (2020), tidak
tersedianya fasilitas publik ini dapat menjadi indikasi bahwa ada ketimpangan

pembangunan wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dalam pemenuhan
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fasilitas-fasilitas tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil perhitungan skalogram yang
menunjukkan bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada kecamatan yang berada

pada orde ke 2 dalam hierarki pusat pelayanan perkotaan.

Orde Kecamatan Berdasarkan Indeks Sentralitas Marshall

Berdasarkan penentuan orde ISM pada Tabel 3 didapatkan bahwa Kecamatan Arut
Selatan memiliki nilai indeks sentralitas tertinggi dengan nilai 1.059,32. Nilai tersebut
menandakan bahwa Kecamatan Arut Selatan masuk ke dalam orde I. Penghitungan untuk
wilayah yang mendapatkan posisi orde II dan orde III tidak dapat muncul karena tidak ada
kecamatan yang memiliki nilai rentang sesuai dengan interval orde II dan orde III. Oleh
karena itu, kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng,
Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Kotawaringin Lama berada pada orde IV.
Visualisasi orde perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan analisis indeks

sentralitas Marshall terdapat pada Gambar 2.

Hasil analisis indeks sentralitas Marshall menggambarkan posisi setiap kecamatan
dalam struktur perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Temuan signifikan terlihat
dominasi Kecamatan Arut Selatan sebagai pusat perkotaan utama dengan nilai indeks
sentralitas tertinggi, menandakan jumlah penduduk dan fasilitas-fasilitas yang tersedia

mampu melayani penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.
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Gambar 2. Peta Orde Pusat Pelayanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan
Analisis ISM
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Namun, ketimpangan terlihat secara signifikan karena tidak ada kecamatan yang
memenuhi rentang orde II dan III. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi ketimpangan

distribusi penduduk dan fasilitas antara kecamatan yang memiliki orde I dengan
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kecamatan orde di bawahnya. Mayoritas kecamatan, seperti Kumai, Pangkalan Banteng,
Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Arut Utara, terletak pada orde IV, menunjukkan
posisi sentralitas yang lebih rendah dibandingkan Kecamatan Arut Selatan.

Temuan ini menyoroti keterbatasan struktur perkotaan yang tidak merata di wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu upaya pentingnya perencanaan pembangunan
yang lebih terfokus untuk memastikan pemerataan distribusi fasilitas pelayanan publik di
seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat. Sejalan dengan penelitian Hulu & Wahyuni (2021)
dan Pratiwi et al. (2023), bahwa pemerataan pembangunan melalui pembangunan dan
distribusi infrastruktur menjadi aspek penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan

kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Indeks Sentralitas Marshall
Jumlah o
Kecamatan Pilrigﬁ?iik T(?t'al 1;2115; Interval Orde Orde

Fasilitas
Arut Selatan 119.988 809 1.051,63 838,4 —1051,9 I
Pangkalan Banteng 38.235 353 329,27 197,3 —410,9 1A%
Kotawaringin Lama 19.319 211 263,09 197,3 —410,9 1A%
Kumai 53.054 362 360,75 197,3 - 410,9 v
Pangkalan Lada 34.964 277 197,35 197,3 - 410,9 v
Arut Utara 9.365 119 197,92 197,3 - 410,9 v

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Analisis Interaksi Wilayah

Perhitungan interaksi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk menilai
seberapa besar faktor jarak dan jumlah penduduk menjadi daya tarik antar lokasi wilayah
dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam proses perhitungannya, analisis ini
mempertimbangkan jarak rata-rata dalam kilometer antara pusat kecamatan (Kantor
Kecamatan) menuju pusat kecamatan lainnya melalui akses jalan utama yang biasa dilalui
penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Tabel 4 terlihat perbedaan besar nilai interaksi antara beberapa pasang
kecamatan. Sebagai contoh, Kecamatan Arut Selatan menunjukkan nilai interaksi yang
sangat tinggi terutama dalam hubungannya dengan Kecamatan Kumai yaitu sebesar
28.292.637,12, sementara nilai interaksi dengan Kecamatan Arut Utara relatif rendah yaitu
sebesar 100.007,80. Hal ini menandakan bahwa ada tingkat keterkaitan yang kuat dalam
hal kegiatan ekonomi dan sosial antara Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai
diperkuat juga dengan jarak yang relatif lebih dekat dibanding dengan kecamatan lainnya.
Sebuah wilayah dapat menjadi pusat yang vital disebabkan tersedianya fasilitas yang
komprehensif dan kegiatan layanan publik, yang mendorong penduduk untuk banyak
berinteraksi dengan kecamatan (Shara, 2018). Nilai interaksi yang tinggi di Kecamatan

Arut Selatan tidak terlepas dari statusnya sebagai kecamatan dengan orde L.
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Tabel 4.
Hasil Perhitungan Nilai Interaksi (NI) Antar Kecamatan
Jumlah Penduduk  Jara

Interaksi Antar Nilai Interaksi

Kecamatan (jiwa) k
K Total
Pa Pb (km) ecamatan ota
Pangkalan
119.988 38235 66 1.053.200,45
Banteng
Kotawaring 119985 19319 45 1.144.715,15
Arut - _in Lama 33.495.865,53
Selatan Kumai 119.988 53.054 15 28.292.637,12 T
Pangkal
ANBRAAN 119988 34964 38 2.905.305,01
Lada
ArutUtara 119988 9365 106 100.007,80
Arut 38235  119.988 66 1.053.200,45
Selatan
Kotawari
Pangkal . oV oll8 3g035 19319 111 59.951,46
in Lama 3.037.226,08
an Kumai 38235 53054 81 309.178,43 R
Banteng Panekalan
angka 38235 34964 31 1.391.101,50
Lada
AratUtara 38235  9.365 40 223.794,23
Arut 19319 119988 45 1.144.715,15
Selatan
Pangkalan
Kotawa 19319 38235 111 59.951,46
ingin  —onteng 1.595.360,30
E:il: Kumai 19319 53054 60 284.708,40 7Y
Pangkalan 19319 34964 83 98.050,45
Lada
ArutUtara 19319 9365 151 7.934,85
Arut 53.054  119.988 15  28.292.637,12
Selatan
Pangkalan
53054 38235 81 309.178,43
Banteng
Kumai — Kotawaring 55 054 19319 60 28470840 2008278
in Lama
Pangkalan
53054 34964 53 660.370,26
Lada
Arut Utara  53.054 9365 121 33.935,57
Arut 34964  119.988 38 2.905.305,01
Selatan
Pangkal LomERAANgio0 38035 a1 1.391.101,50
AN8X4" Banteng ' ! R 5.119.782,15
an Lada Kot ;
NORWATNE 34964 19319 83 98.050,45
in Lama
Kumai 34964 53054 53 660.370,26
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Jumlah Penduduk Jara Interaksi Antar Nilai Interaksi

Kecamatan (jiwa) k
K Total
Pa Pb (km) ecamatan ota
Arut Utara  34.964 9.365 71 64.954 94
Arut 9365  119.988 106 100.007,80
Selatan
Pangkalan 9.365 38235 40 223.794 23
Banteng
Arut Kotawarin
Utara . & 9365 19319 151 793485  430.627,39
in Lama
Kumai 9.365 53054 121 33.935,57
Pangkalan 9.365 34964 71 64.954 94
Lada

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Di sisi lain, terdapat kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas tinggi namun memiliki
nilai interaksi yang rendah terdapat pada Kecamatan Pangkalan Banteng. Berdasarkan
Tabel 3, Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki jumlah fasilitas 353 sedangkan nilai
interaksi hanya sebesar 3.037.226,08. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi di
Kecamatan Kumai yang memiliki jumlah fasilitas sebanyak 362 dan memiliki nilai interaksi
sebesar 29.580.829,78. Hal ini menandakan bahwa kecamatan yang memiliki jumlah
fasilitas yang banyak bisa jadi memiliki nilai interaksi yang rendah begitu pun sebaliknya,
dikarenakan jarak dan akses antar kecamatan yang relatif jauh. Namun, tingginya nilai
interaksi menunjukkan bahwa Kecamatan Kumai berpotensi dijadikan sebagai pusat
kegiatan orde II jika dilihat dari faktor kedekatan jarak dengan Kecamatan Arut Selatan.
Sejalan dengan penelitian Agustina et al. (2021) dan Devi et al. (2023) yang menyatakan
bahwa faktor jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan dapat mempengaruhi nilai

interaksi kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perbandingan Hasil Analisis dengan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Jika dilihat pada rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, terlihat perbedaan penentuan orde pusat pelayanan
dengan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall. Tabel 5 mengungkap
perbedaan yang signifikan dalam penentuan pusat-pusat kegiatan dan hierarki pelayanan.
RTRW menetapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Pangkalan Bun yang
merupakan bagian dari Kecamatan Arut Selatan sebagai orde tertinggi, sementara hasil
skalogram menempatkan Kecamatan Arut Selatan sebagai orde I. Di sisi lain, indeks
sentralitas Marshall juga memberikan konfirmasi Kecamatan Arut Selatan sebagai orde 1.

Hasil kedua analisis ini masih sejalan dengan RTRW.
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RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2037
Peta Rencana Strukitur Ruang

Gambear 3. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2037

Lain hal dengan kondisinya dengan Kecamatan Kumai yang ditetapkan dalam rencana
struktur ruang RTRW sebagai sebagai orde kedua, yaitu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Lokal Promosi (PKLp). Sementara hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall,
Kecamatan Kumai tidak teridentifikasi sebagai orde II atau Pusat Kegiatan Lokal Promosi
(PKLp) sebagaimana yang diharapkan oleh RTRW.

Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) dalam RTRW diarahkan pada sejumlah kecamatan yaitu
Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Kotawaringin
Lama dan Kecamatan Arut Utara. Penentuan PPK ini telah sesuai dengan hasil analisis
skalogram yang menempatkan kecamatan-kecamatan tersebut ke dalam orde III. Namun
hal berbeda ditunjukkan dari hasil analisis indeks sentralitas Marshall yang menunjukkan
bahwa kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai PPK dalam RTRW tersebut tidak
termasuk ke dalam orde III sehingga rencana struktur ruang tersebut belum sesuai dengan
hierarki yang diinginkan.

Selain itu, RTRW menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di seluruh desa
sebagai orde IV, sementara hasil analisis skalogram tidak mengidentifikasi PPL atau orde
IV. Hasil analisis indeks sentralitas Marshall menunjukkan bahwa adanya penurunan orde
pada Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada,
Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Utara yang ditetapkan sebagai orde

IV, yang sebelumnya ditetapkan sebagai orde III pada RTRW dan hasil analisis skalogram.
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Hasil analisis interaksi wilayah menunjukkan bahwa Kecamatan Arut Selatan memiliki
nilai interaksi paling tinggi sehingga kecamatan ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah Kabupaten dan melayani kecamatan-kecamatan lainnya sebagai daerah
hinterland-nya. Kecamatan Kumai memiliki nilai interaksi total lebih kecil daripada
Kecamatan Arut Selatan dan berpotensi untuk dijadikan pusat kegiatan baru bagi daerah
sekitarnya. Jika dilihat dari jarak dengan pusat kecamatan lainnya yang relatif jauh dan
lokasi spasial kurang strategis, Kecamatan Kumai tidak layak dijadikan pusat kegiatan
baru. Sejalan dengan penelitian Soares et al. (2017), bahwa pengembangan pusat kegiatan
baru perlu mempertimbangkan jarak dan lokasi. Jika dilihat dari aspek jarak dan lokasi
pada nilai interaksi wilayah, maka Kecamatan Pangkalan Banteng layak dijadikan pusat
kegiatan baru karena memiliki jumlah fasilitas lengkap untuk melayani Kecamatan
Pangkalan Lada dan Kecamatan Arut Utara serta jarak dan lokasi yang relatif dekat dengan
dua daerah hinterland tersebut dan memiliki nilai interaksi yang cukup kuat dengan
Kecamatan Arut Selatan sebagai pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perbandingan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penentuan pusat
kegiatan dan hierarki pelayanan antara RTRW dengan hasil analisis skalogram dan indeks
sentralitas Marshall sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan rencana
struktur ruang dalam RTRW. Selain itu, menurut Tuar et al. (2021) pemerintah perlu terus
memantau dan menilai kualitas dan kuantitas fasilitas yang ada di wilayahnya.
Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu
melakukan penyesuaian secara tepat terhadap kebijakan RTRW Kabupaten Kotawaringin
Barat dengan mempertimbangkan penyediaan fasilitas-fasilitas yang sesuai kebutuhan
masyarakat dan potensi wilayah serta mengembangkan pusat kegiatan baru yang
memperhatikan jarak dan lokasi kecamatan agar dapat melayani daerah sekitar sebagai
upaya untuk mengurangi ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat
(Soares et al., 2017).

Tabel 5.
Perbandingan Hierarki Rencana Pusat Kegiatan dalam RTRW dan Hasil Analisis

RTRW Kabupaten Kotawaringin Indeks Sentralitas

Barat Tahun 2017-2037 Skalogram Marshall
Rencan‘a Pusat Kecamatan Orde Kecamatan Ord Kecamatan
Kegiatan
PKW  (Pusat Perkotaan I Kecamatan I Kecamatan Arut
Kegiatan Pangkalan  Bun Arut Selatan Selatan
Wilayah) (Kecamatan Arut
Selatan)
PKLp (Pusat Perkotaan I - o -
Kegiatan Lokal Kecamatan
Promosi) Kumai
PPK (Pusat - Kecamatan I - Kecamatan m -
Kegiatan Pangkalan Kumai
Kawasan) Banteng
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RTRW Kabupaten Kotawaringin Skalogram Indeks Sentralitas
Barat Tahun 2017-2037 Marshall
Rencar%a Pusat Kecamatan Orde Kecamatan Ord Kecamatan
Kegiatan e
- Kecamatan - Kecamatan
Pangkalan Lada Pangkalan
- Kecamatan Banteng
Kotawaringin - Kecamatan
Lama Pangkalan
- Kecamatan Arut Lada
Utara - Kecamatan
Kotawaringi
n Lama
- Kecamatan
Arut Utara
PPL (Pusat PPL di seluruh IV - IV - Kecamatan
Pelayanan desa Kumai
Lingkungan) - Kecamatan
Pangkalan
Banteng
- Kecamatan
Pangkalan
Lada
- Kecamatan
Kotawaringin
Lama
- Kecamatan
Arut Utara

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023
SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Arut Selatan merupakan pusat pelayanan
perkotaan utama di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis
skalogram dan indeks sentralitas Marshall yang menunjukkan bahwa Kecamatan Arut
Selatan memiliki nilai tertinggi dalam kedua analisis tersebut. Berdasarkan perhitungan
nilai interaksi wilayah, Kecamatan Arut Selatan pun memiliki nilai tertinggi yang berarti
bahwa kecamatan ini cenderung menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam nilai interaksi wilayah pada beberapa
kecamatan seperti Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan
Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Hal ini juga dapat menjadi indikasi
adanya ketimpangan dari segi akses dalam mencapai fasilitas-fasilitas publik. Hasil
penelitian juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penentuan pusat kegiatan
dan hierarki pelayanan antara RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat dengan hasil analisis
skalogram dan indeks sentralitas Marshall, terlihat dari tidak adanya kecamatan yang

memenuhi kriteria orde II dan orde III.
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Terdapat indikasi ketimpangan berupa ketimpangan antara pusat dan daerah
sekitarnya (hinterland) dalam distribusi fasilitas di Kabupaten Kotawaringin Barat, terlihat
dari adanya kecamatan yang tidak tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini
perlu menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perencanaan pengembangan yang
lebih terfokus untuk memastikan distribusi pelayanan publik dan fasilitas yang merata di
seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian adalah 1) pemerintah perlu
melakukan kajian ulang terkait rencana struktur ruang dalam RTRW Kabupaten
Kotawaringin Barat; 2) pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan distribusi
fasilitas di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menjadikan Kecamatan Pangkalan
Banteng sebagai pusat kegiatan baru.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam
melakukan perencanaan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan secara
merata dan adil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Saran yang menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk
dapat mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan
distribusi fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan demikian,
akan memungkinkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membuat
perencanaan pembangunan yang lebih terarah sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi
dan dengan sumber daya yang lebih efisien dan efektif untuk mengatasi kesenjangan

distribusi fasilitas publik
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